PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Telp. (0342) 801201 Kanigoro
BLITAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR B/180.06/ 23 /409.1.2/KPTS.SEKDA/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 188/20/409.1.2/KPTS.SEKDA /2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran, ketertiban, dan
akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, maka
Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Nomor
188/20/409.1.2/KPTS.SEKDA /2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar perlu diubah dan
disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris
Daerah Nomor 188/20/409.1.2/KPTS.SEKDA /2023
tentang  Standar  Operasional Prosedur  Bagian

Perencanaan dan  Keuangan  Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar;

Mengingat . 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965



=

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Daerah Tingkat Il Surabaya dengan mengubah Undang -

Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);



10.

11.

12.

13.

14.

-

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor
3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar
Nomor 66);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 4/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 67);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 9 Tahun 2023
tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2023 Nomor 9/A);

Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Berita
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 94 /D);
Peraturan Bupati Blitar Nomor 79 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2023 Nomor 79/A) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blitar
Nomor 85 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas



Menetapkan :
KESATU

il

Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2023 Nomor 85/A);

MEMUTUSKAN :

: Dengan Keputusan Sekretaris Daerah ditetapkan Perubahan

atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor
188/20/409.1.2/KPTS.SEKDA /2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, sebagai berikut:
Ketentuan pada Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi
sebagaimana berikut:
KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Standar Operasional Prosedur Penyusunan
Rencana  Strategis (Renstra) Sekretariat
Daerah;
b. Standar Operasional Prosedur Penyusunan
Rencana (Renja) Sekretariat Daerah;
c. Standar Operasional Prosedur Penyusunan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Sekretariat Daerah;
d. Standar Operasional Prosedur Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)
Sekretariat Daerah;
e. Standar Operasional Prosedur Pengumpulan
Data Kinerja Sekretariat Daerah;
f. Standar Operasional Prosedur Monitoring
dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra)

Sekretariat Daerah;
g. Standar Operasional Prosedur Monitoring dan
Evaluasi Kinerja secara Periodik;



KEDUA

B

. Standar Operasional Prosedur Permintaan

Pembayaran SPJ (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU
dan SPP-LS);

Standar Operasional Prosedur Pengukuran
Kinerja Sekretariat Daerah;

Standar Operasional Prosedur Pengajuan Gaji;

. Standar Operasional Prosedur Pengajuan

Pembayaran Pertanggungjawaban Kegiatan
melalui Aplikasi Monitoring Ajuan Keuangan
(SIMONTORAN); dan

Standar Operasional Prosedur Pemberian
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah kepada Bupati dan Wakil
Bupati;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai
dengan Lampiran XII Keputusan ini.

: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 15 Ckteber 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Al

[ZUL MAROM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Sdr. Bupati Blitar (sebagai laporan); dan
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Blitar.




LAMPIRAN |

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR . B/188.06/23 /409.1.2/KPTS.SEKDA/2024
TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BLITAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor SOP : 01/SOP/409.1.10/2024

Tgl. Pembuatan |: 15 Oktober 2024

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif :

Disahkan oleh | : SEKRETARIS DAERAH

ﬂ' KABUPATEN BLITAR

Drs. 1ZUL MAROM, M.Sc
Pembina Utama Madya

NIP. 19650603 199002 1 002

Nama SOP : Penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Sekretariat Daerah

DASAR HUKUM: KUALIFIKAS]I PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dengan Penyusunan Renstra;

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2021-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar.

2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan merencanakan
program dan kegiatan Sekretariat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun kedepan.

PERALATAN /PERLENGKAPAN:

Dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

1. Komputer;

2. Printer; dan
3. Kertas.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah tidak
sesual SOP maka akan mempengaruhi pelaksanaan
kegiatan Sekretariat Daerah untuk periode 5 (lima)

tahun kedepan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR . B/188.06/ ?1;'4-09.1.EIKP'!‘S.EEHD&I2{)24
TENTANG : .
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BLITAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor SOP . 02/SOP/409.1.10/2024

Tgl. Pembuatan |: 15 Oktober 2024

Tgl. Revisi *

Tgl. Efektif .

Disahkan oleh | : SEKRETARIS DAERAH

" | KABUPATEN BLITAR

Drs. 1ZUL MAROM, M.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19650603 199002 1 002

Nama SOP : Penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) Sekretariat Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

2.

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2021-2026;

. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar.

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan Penyusunan Renja;

2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan merencanakan
program dan kegiatan Sekretariat Daerah dalam 1 (satu)
tahun.

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN:
Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat | 1. Komputer;
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 2. Printer; dan

3. Kertas.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika Penyusunan Renja Setda tidak sesuai SOP maka

akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan Setda
dalam 1 (satu) tahun

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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LAMPIRAN I11

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR . B/188.06/2 3 /409.1.2/KPTS.SEKDA/2024
TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BLITAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor SOP : 03/S0P/409.1.2/2024

Tgl. Pembuatan |: 15 Oktober 2024

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif -

Disahkan oleh : SEKRETARIS DAERAH

rl ' KABUPATEN BLITAR
|I|I‘ . N

- |

{

Drs. MAROM, M.Sc
~ Pembina Utama Madya

NIP. 19650603 199002 1 002

Nama SOP : Penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran  (DPA)
Sekretariat Daerah
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
2.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar.

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan Penyusunan RKA dan RKA-P;

2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan merencanakan
program dan kegiatan Sekretariat dalam 1 (satu) tahun.

PERALATAN /PERLENGEKAPAN:

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

1. Komputer;
2. Printer; dan
3. Kertas.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika Penyusunan DPA  Sekretariat Daerah tdak
sesuai SOP maka akan mempengaruhi pelaksanaan
kegiatan Sekretariat Daerah dalam 1 (satu) tahun

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR . B/188.06/23/409.1.2/KPTS.SEKDA /2024
TENTANG i

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BLITAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor SOP . 04/SOP/409.1.10/2024

Tgl. Pembuatan | : 15 Oktober2024

Tgl. Revisi -

Tgl. Efektif .

Disahkan oleh | : SEKRETARIS DAERAH
P KABUPATEN BLITAR
Py

Drs. IZUL MAROM, M.Sc
Pembina Utama Madya

NIP. 19650603 199002 1 002

Nama SOP . Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah  (LKJiP)
Sekretariat Daerah

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

2.

1.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja;

Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar.

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;

2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem Akuntabilitas Kerja
Instansi Pemerintah;

3. Mengetahui tugas dan fungsi dalam pembuatan laporan
kinerja.

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN:
Laporan Kinerja Kabupaten 1. Komputer;

2. Printer; dan

3. Kertas.
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LKJiP
tidak maksimal dan tidak tercapai kinerja sesuai
target yang ditetapkan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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LAMPIRAN V

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR B/188.06 23 /409.1.2/KPTS.SEKDA /2024
TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BLITAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT

| Nomor SOP 05/SOP/409.1.10/2024
Tgl. Pembuatan |: 1> Oktober 2024
Tgl. Revisi :
Tgl. Efektif
Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH
' P KABUPATEN BLITAR
KABUPATEN BLITAR Drs. OM, M.Sc
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN NIP. 19650603 199002 1 002
Nama SOP Pengumpulan Data Kinerja
Sekretariat Daerah
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang | 1. Memahami Peraturan Perundangan yang terkait;
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Memahami Sasaran dan capaian Program;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang | 3. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas;
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi | 4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Pemerintah; (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 secara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 keseluruhan dan penjabarannya melalui Renstra Sekretariat
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Daerah.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan. Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-

2026;

9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar.

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah | 1. Komputer;

(RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; 2. Printer; dan

2. Dokumen Renstra Sekretariat Daerah; 3. Kertas.

3. Dokumen Renja Sekretariat Daerah.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pengumpulan data Kinerja akan terkendala jika terjadi

penyimpangan dalam prosedur

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR . B/188.06/21 /409.1.2/KPTS.SEKDA/2024
TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BLITAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor SOP : 06/SOP/409.1.10/2024

Tgl. Pembuatan |: 15 Oktober 2024

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif .

Disahkan oleh : SEKRETARIS DAERAH

. PJ KABUPATEN BLITAR
/

Drs. IZUL MAROM, M.Sc
Pembina Utama Madya

NIP. 19650603 199002 1 002

Nama SOP . Monitoring dan Evaluasi Rencana
Strategis (Renstra) Sekretariat
Daerah

DASAR HUKUM:
L

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar.

1. Memahami peraturan perundang-undangan vang terkait
dengan Penyusunan Renstra;

2. Memiliki kemampuan dalam meneliti, menyusun program
dan kegiatan Sekretariat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun kedepan.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-
2026

1. Komputer;
2. Printer: dan
3. Kertas.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka tidak akan
diketahui ketidaksesuaian antara Renstra dengan
RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR . B/188.06 21 /409.1.2/KPTS.SEKDA/2024
TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BLITAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Nomor SOP : 07/S0OP/409.1.10/2024
Tgl. Pembuatan |: 15 Oktober 2024

Tgl. Revisi -

Tgl. Efektif

Disahkan oleh

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nama SOP : Permintaan Pembnym SPJ (SPP-
UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS)

DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang | 1. Mengetahui dan memahami dokumen SPP-UP, SPP-GU,
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah; SPP-TU dan SPP-LS;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun | 2. Mempunyai kemampuan dalam mempertanggungjawabkan
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; kegiatan;

3. Peraturan Bupati Blitar Nomor 150 Tahun 2022 | 3. Mempunyai kemampuan mengoperasikan aplikasi SIMDA;
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan | 4. Mempunyai kemampuan mencetak dokumen SPM.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar.

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

Tahapan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan | 1. Komputer;
Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Sekretariat | 2. Printer;

Daerah Kabupaten Blitar 3. Kertas; dan
4. Kalkulator.
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses pencairan | Disimpan sebagai data elektronik dan manual
akan berhenti
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LAMPIRAN VIII
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR : B/188.06/213/409.1.2/KPTS.SEKDA/2024
TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BLITAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT

Nomor SOP . 08/SOP/409.1.10/2024

Tgl. Pembuatan |: 15 Oktober 2024

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif :

Disahkan oleh | : SEKRETARIS DAERAH

- [{E . " KABUPATEN BLITAR

KABUPATEN BLITAR | Drs. OM, M.Sc
SEKRETARIAT DAERAH Pembina Utama Mad
ya
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN NIP. 19650603 199002 1 002
Nama SOP : Monitoring dan Evaluasi Kinerja
secara Periodik
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 | 3. Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas;
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi | 4. Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 secara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang keseluruhan dan penjabarannya melalui Renstra Sekretariat
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah:

5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-
2026;

8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Memahami Peraturan Perundangan yang terkait;
Memahami Sasaran dan capaian Program:

£ WM

Kabupaten Blitar.
KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah | 1. Komputer;

(RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026; 2. Printer; dan
2. Dokumen Renstra Sekretariat Daerah; 3. Kertas.

3. Dokumen Renja Sekretariat Daerah.

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pengumpulan data Kinerja akan terkendala jika terjadi | Disimpan sebagai data elektronik dan manual
penyimpangan dalam prosedur
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LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR :  B/188.06/23 /409.1.2/KPTS.SEKDA /2024
TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEFUTUEAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BLITAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor SOP : 09/SOP/409.1.10/2024

Tgl. Pembuatan | : 15 Oktober 2024

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif :

Disahkan oleh SEKRETARIS DAERAH

T” KABUPATEN BLITAR

. ‘ '-IL-.gh

Drs. IZUL MAROM, M.Sc
Pembina Utama Madya
‘NIP-19650603 199002 1 002

Nama SOP : Pengukuran Kinerja Sekretariat
Daerah
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:
l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Kebijakan Mengenai SAKIP;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standart
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2021-2026;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Blitar.

2. Memiliki pemahaman tentang SAKIP
3. Memiliki kemampuan menganalisa SAKIP

KETERKAITAN : PERALATAN /PERLENGKAPAN:
1. Renstra Sekretariat Daerah 1. Pedoman penyusunan SAKIP
2. Renja Sekretariat Daerah 2. Komputer;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) | 3. Printer; dan
Setda 4. Kertas.

4. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah
5. IKU Sekretariat Daerah

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pengukuran harus dilakukan secara berkala

1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Disimpan dalam buku dokumentasi SAKIP
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LAMPIRAN X

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR - EJ’IEE.EE!}?} /409.1.2/KPTS.SEKDA /2024
TENTANG :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BLITAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor SOP : 10 /SOP/409.1.10/2024

Tgl. Pembuatan |: 15 Oktober 2024

Tgl. Revisi ;

Tgl. Efektif :

Disahkan oleh : . SEKRETARIS DAERAH

| p KABUPATEN BLITAR
F

> n/

. _Drs. IZUL MAROM, M.Sc
7 Pembina Utama Madya
‘NIP; 19650603 199002 1 002

Nama SOP . Pengajuan Gaji

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Bupati Blitar Nomor 88 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2022
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati
Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran
2022;

4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 24 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Blitar.

1. Mengetahui dan memahami dokumen pengajuan Gaji

2. Mengetahu cara membuat daftar gaji

3. Mempunyai kemampuan dalam mempertanggungjawabkan
kegiatan;

4. Mempunyai kemampuan mengoperasikan aplikasi SIMGAJI;

5. Mempunyai kemampuan mencetak dokumen SPM.

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

Tahapan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan

Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Sekretariat
Daerah Kabupaten Blitar

1. Komputer;
2. Printer:

3. Kertas; dan
4. Kalkulator.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses pencairan
akan berhenti

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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LAMPIRAN XI
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR . B/188.06/21/409.1.2/KPTS.SEKDA /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BLITAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor SOP . 11 /SOP/409.1.10/2024

Tgl. Pembuatan | : 19 Oktober 2024

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif .

Disahkan oleh : SEKRETARIS DAERAH

LA

NIP. 19650603 199002

|~i - KABUPATEN BLITAR
[

' Drs. 1Z2UL MAROM, M.Sc
~Pembina Utama Madya

1 002

Nama SOP . Pengajuan Pembayaran

Pertanggungjawaban

(SIMONTORAN)

Kegiatan

melalui Aplikasi Sistem Informasi
Monitoring Ajuan Keuangan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2022
Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbais Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Blitar;

4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 143 Tahun 2022
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah

1. Mempunyai kemampuan dalam meneliti berkas ajuan SPJ;

2. Mempunyai kemampuan mengoperasikan
SIMONTORAN;

aplikasi

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

Tahapan Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan
Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Sekretariat
Daerah Kabupaten Blitar

1. Komputer,
2. Printer;

3. Kertas; dan
4. Kalkulator.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses pencairan
akan berhenti

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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LAMPIRAN XII

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

NOMOR . B/188.06/ 23 /409.1.2/KPTS.SEKDA/2024
TENTANG -

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BLITAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Nomor SOP : 12/SOP/409.1.10/2024

Tgl. Pembuatan |: 15 Oktober 2024

Tgl. Revisi :

Tgl. Efektif :

Disahkan oleh ; _—SEKRETARIS DAERAH

r; . ““KABUPATEN BLITAR
e

8
~ Pembina Utama Madya
NIP. 19650603 199002 1 002

Nama SOP : Pemberian Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Kepada
Bupati dan Wakil Bupati
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Peraturan Bupati Blitar Nomor 24 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Blitar,

2. Peraturan Bupati Blitar Nomor 143 Tahun 2022
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah

3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2024
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kepada Bupati dan Wakil Bupati

Mempunyai kemampuan menghitung besaran Insentif Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kegiatan
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Sub Kegiatan Penyediaan
Gaj dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Komputer;
Printer;
Kertas; dan
Kalkulator.

a0 it

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika SOP tidak dilaksanakan maka proses pencairan
Insentif Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat diberikan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual
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TUGAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
1. Membuat Surat Permintaan Data Realisasi dan Target Pendapatan per
Jenis Pajak Dan Retribusi Daerah yang diperoleh (Triwulan yang
berkenaan) beserta lampirannya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Blitar.
2. Surat Keputusan Bupati terkait besaran Insentif
3. Menandatangani berkas Surat Perintah Membayar (SPM)

TUGAS KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
1. Menyampaikan Surat Tindak Lanjut dari Permintaan Data kepada
Sekretariat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) Sekretariat Daerah
meliputi:
a. Data Realisasi dan Target Pendapatan per Jenis Pajak dan Retribusi
Daerah yang diperoleh (Triwulan yang berkenaan)
b. Hasil rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah dengan Kas Daerah
c. Hasil Perhitungan besaran Insentif Bupati dan Wakil Bupati

TUGAS PENGGUNA ANGGARAN (PA) SEKRETARIAT DAERAH
1. Memberikan disposisi Surat dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Blitar ke Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Bagian Umum.

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR

1. Meneliti perhitungan besaran Insentif yang diterima oleh Bupati/Wakil
Bupati dan daftar Penerima Insentif

TUGAS BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN SEKETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

1. Surat Keputusan Bupati terkait besaran Insentif

2. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta lampiran dokumen
pertanggungjawaban

TUGAS PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN (PPK-SKPD) SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR

1. Meneliti kelengkapan administrasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)



23 =
TUGAS BPKAD KABUPATEN BLITAR SEBAGAI KUASA BENDAHARA UMUM

DAERAH (BUD)

1. Memproses pencairan dana insentif pajak daerah dan retribusi daerah
Bupati dan Wakil Bupati



